Menimbang :

- Mengingat

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
' BUPATI BARITO SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2)
' Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor; 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
‘Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat
(1) Peraturan Bersama ' Menteri Kesehatan Nemor
188 /MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok, yang menyatakan Pemerintah Daerah wajib
menetapkan Kawasan. Tanpa Rokok yang diatur dengan
Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
Kabupaten Barito Selatan, diperlukan pengetahuan,
pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan
masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;

c. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan
bahaya bagi keschatan individu,masyarakat,dan lingkungan
baik secara langsung maupun tidak langsung,sehingga
diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap
kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

1

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pcmbc,ntukan '
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan, Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 3886); : i

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor . 42395) sebagalmana telah ' diubah  dengan
Undang-Undang Nomor .35 'I‘ahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang ‘Nomor ‘23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia
" Tahun 2014 Nomor @ 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606), A

: Undam,-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
' dan. Pengelolaan ngkungan Hldup (Lembaran Negara
Republik Indonesia - Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 5059);

: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ! .
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan '
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S679);
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10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

12.vraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
I'"'ngamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk - Tembakau  Bagi~“Kesehatan™ (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
i cimbaran Negara Republik- Indonesia- Nomor 5380);

10.Peraturan .~ Bersama - Menteri Kesehatan Nomor
188/MENKES/PB/I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun' 201 1tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok (Benta Negara Repubhk Indonesm Tahun 2011 Nomor
49); « :

14. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2014
‘tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik IndoneSAa Tahun‘2014 Nomor 32);

15. Pcmturan Daerah Kabupaten Banto Selatan Nomor 3 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah
‘(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 3; ‘

Dengan Pefséfujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN
- MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom:. -

Rokok adalah hasil olahan ternbakau terbungkus - termasuk cerutu atau
bentuk lainnya yang dlhasﬂkan dar1 tanaman n1cot1ana tobacum,
nicotianarustica dan spesms lamnya atau smtesmnya yang mengandung

nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan

S. Kawasan Tanpa Rokok yang selanju w‘ya dlsmgkat KTR adalah ruangan
atau area yang dmyatakan d11arang untuk keglatan merokok atau keg1atan

memproduks1 menjual, mcnglklankan, dan/ atau mempromosikan produk
tembakau. PP PR '

6. Pimpinan lembaga dan/ atau bé‘dan‘p'a.'da iKawasan Tanpa Rokok adalah
orang yang karena jabatannya mémimpin -dan/atau bertanggungjawab
atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai

Kawasan Tanpa Rokok.

7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan

budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara

sosial dan ekonomi.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap asap rokok.

9. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara

langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.

10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tetapi terpaksa
menghisap atau menghirup asap rokok orang lain atau setiap orang yang
secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap
perokok aktif.
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1. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk

kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan
dan/atau pelatihan.

- Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh
masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama
untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk

menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.

13. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok adalah serangkaian kegiatan yang

meliputi penetapan kawasan tanpa asap rokok/ pemanfaatan kawasan

tanpa rokok, dan pengendalian pemanfaatan kawasan-tanpa rokok.

14. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka

yang bergérak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja
dengan mendapatkan konpensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat

lain yang dilintasi oleh pckerja;di"Kawasan‘ Tanpa Rokok.

15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup
oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material
yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.

16. Tempat Anak bermain dan/atau berkumpuinya anak-anak adalah tempat
dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan bermain anak-anak.

17. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan

keagamaan.

18. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah

dan/atau masyarakat.

19. Perkantoran adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah
Kabupaten Barito Selatan.

20. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan
dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan
tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang

ditawarkan.

21. Tempat Khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan
khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.

22. Angkutan Umum adalah Sarana transportasi yang dapat digunakan oleh
masyarakat baik di sungai maupun di darat.
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23. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan

hukum ataupun tidak berbadan hukum.

24.Badan adalah adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara atau
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,kongsi, koperasi,
yayasan,organisasi massa, organisasi sosial politik,bentuk usaha tetap,

serta bentuk badan lainnya.

25. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung

jawab dalam suatu kelembagaan.

26. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat

dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
_ BABII
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu ‘
. Azas
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan.":

a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan
Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas

kesehatan warga masyarakat;

b. keseimbangan kesehatan manusia dan - lingkungan berarti bahwa
pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara

kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;

kemanfaatan umum berarti bahwa kawasan tanpa rokok harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang
sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;

d. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok
dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai

komponen terkait;

. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan
berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;

{  kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memilaul
kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap
sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan
Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula; )

g. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorongl untuk
berperan aktif dalam  proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;

h. keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara
dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
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i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat
dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informas
Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :
a. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;

b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk

merokok baik langsung maupun tidak langsung;
c. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bé‘ria"s“dél%i asap rokok;
d. untuk meningkatkan kesejahteraén masyarékat_;
e. untuk mencegah perokok bemula; dan 2,

f. memberikan perlindungan dan ' bahaya asap rokok bagi perokok aktif

dan/atau perokok pasif. R ’

. BABII
'RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi 3
a. KTR;
b. peran serta masyarakat;
c. pembentuk satuan tugas penegak KTR;
d. hak dan kewajiban;

pembinaan dan pengawasan, dan

{ 43
f. sanksi.
BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOX
Pasal 5

(1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

a. tempat pelayanan dan sarana kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
¢. tempat anak bermain /tempat anak berkumpul;

d, tempat ibadah;
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¢. di dalam angkutan umum dan ruang tunggu;

f. tempat kerja perkantoran;

. ten ' )
g. tempat umum tertutup dan sarana olah raga tertutup; dan
h. tempat lainnya yang ditetapkan.

o Pl o

(2) Pimpinan Lembaa tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menetapkan dan mienerapkan KTR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hurufa sampai dengan huruf
e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR

vang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 7
(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat
menyediakan tempat khusus: untuk merokok
(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan:
a. merupakan ruang terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung
dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
b. terpisah dari gedung/ tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan
untuk beraktivitas; |
c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
¢. dipasang tanda/ petunjuk tempat khusus untuk merokok;
f. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan

2. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BABYV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 8

(1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR di Daerah.

(2) Peran scria masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara :

a. memberikan sumbangan pemikiran terkait KTR di Daerah;

b, memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;

¢. bimbingan, pcnyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada

masyarakat;
124
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d. memberikan teguran : Bt
melanggar; dan B atau mengingatkan kepada mereka yang

€. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada
pimpinan lembaga atau badan.

BAB VI
PEMBENTUK SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas penegak KTR
di Daerah.
(2) Pembenmkan satuan tugas penegak KTR sebagalrnana ' dimaksud ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan-Bupati.

BAB VII
HAK, LARANGAN DAN KEWAJIBAN
Bagian I&ééatu :
S Hak i
Pasal 10 ‘

Setiap orang berhak :

a. atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok;

b. atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi

kesehatan; dan

c. mendapatkan informasi mengenai KTR.
Bagian Kedua
Larangan
Pasal 11

Setiap orang dilarang merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR,

kecuali di tempat khusus untuk merokok.

Pasal 12

berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

Setiap orang yang
a. memproduksi atau membuat rokok;

b. menjual rokok; '
c. mcnyclenggarakan iklan rokok; dan/atau

d. mempromosikan rokok.
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Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 13

(1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR yang telah ditetapkan sebagai
KTR wajib melarang orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang

menjadi tanggung jawabnya.

(2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja

yang ditetapkan sebagai KTR wajib menyediakan tempat khusus untuk
merokok.

(8) Pimpinan lembaga ‘dan/atau -badan - pada-KTR- Wa_]lb memasang tanda
dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau
audio visual di KTR pada tempat dan/ atau 10kas1 yang menJadl tanggung

jawabnya.
(4) Pimpinan 1embaga dan / atau badan Wa]lb unt:uk ,

- melakukan pengawasan 1nterna1 pada tempat dan/ atau lokasi yang

menjadi tanggung Jawabnya

b. melarang semua orang untuk udak merokok di f(TR yang menjadi

tanggung Jawabnya baik melalul tanda atau medla yang ' mudah dimengerti;

c. memasang tanda dilarang merokok sesua‘1 persyaratan di semua pintu

masuk utama dan dltempat yang dlpandang peﬂ'u dan mudah dibaca.

Pasal 14

(1) pimpinan Jembaga dan/atau badan yang tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dikenakan Sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;

b. sanksi polisional.

Pasal 15

(1) Pengenaan canksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

a. Pemberian teguran tertulis Pertama;

b. Pemberian teguran tertulis Kedua disertai pemanggilan;

c. Pemberian teguran tertulis Ketiga;

d. Penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
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(2) Sanksi polisional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b
dapat berupa penyegelan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR
di Desa/Kelurahan.

(2) Dalam melakukan pcmbmaan dan pengawasan. scbagalrnana dimaksud pada

ayat (1), Bupau dapnt mehmpahkan kepada camat ‘g

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagannana dnnaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. sosialisasi;dan koordinasi;
b. pember‘iaﬁ pedoman;
C. konsultasiﬁ
d. monitodné dan evaluasi; dan / atau '
e. pemberian ‘pengha.rgaan.
Pasal 17

(1) Dalam rangka mewujudkan KTR, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan
dan pengawasan umum atas; ’ '
a. perlindungan terhadap warga masyarakat dan bahaya rokok; dan
b. terwujudnya KTR.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan
clektronik;
b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat,
kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk
hidup schat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
d. merumuskan kcbijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan
masyarakat dari paparan asap rokok;
e, bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional
dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

. . . 11
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(1)

(2)

Pembinaan  dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan - lembagt

dan/atau badan pada KTR untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau

dikelola olch lembaga dan/atau badan agar terbebas dari asap rokok.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a.kunjungan ke lokasi KTR; dan/atau

b.melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola,manager, pimpinan,dan
penanggung jawab KTR.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di-lingkungan Pemerintah Daerah

dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap

pelanggaran terhadap ketentuan—ketentuan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten ini.

Wewenang PPNS sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah

a. Menerima - laporan pengaduan dan seseorang tentang adanya tindak
pidana; W

b. Melakukan tmdakan pertama pada saat 1tu di tempat kejadian dan

melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangaka dan memenksa tanda pengenal
diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

¢. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut
merupakan tindak pidana dan  sclanjutnya melalui  Penyidik
memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau

keluarganya;
i Meclakukan tindakan lain  menurut  hukum  yang  dapat

7 dipcrtanggungiawabkan.
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(3) PPNS scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi
Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Hukum Pidana. N

(4) PPNS sebagaimann dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kcpa‘da Pcnuntuf Umum
melalui Penyidik 'OLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Hukum Acara Pidana.

o BAB-X-
KETENTUAN PIDANA
| Pasal 19
" (1) Setiap orang yang melénggar -kctcntué{n sebagajmaria dimaksud pada
Pasal 11 dan Pasal 12, dipidana dengan pldana kurungan paling lama 3 (tiga)
hari atau pidana denda paling, banya.k Rp.1. 000.000.00 (satu juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana d1maksud pacla ayat (1)) adalah pelanggaran.
(3) Selain tindik pidana sebagajmana d1maksud pada ayat (1) dan ayat (2), baik
p1dana keJahatan dan / atau tindakan yang mengakibatkan

berupa tindakan

kerugian bagi Pemerintah Daerah ‘orang pribadi, ‘badan atau pihak lain, atau
mengakibatkan kerusakan hngkungan hidup diancam dengan hukuman

pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang—undangan

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.

(2) Dalam masa 1 (satu) tahun dilakukan sosialisasi dan pembinaan.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
paerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito

Selatan.

Ditetapkan  di Buntok.
Pada tanggal 14! Desember 2015

Diundangkan di Buntok .
Pada tanggal 14 Desember 2015

12
: ITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR
KABUPATEN BAR
LEMBARAN DAERAH

sRAH  KABUPATEN  BARITO  SELATAN,
RAN  DAERA
NOREG  PERATU

: 2015
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : /
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

. UMUM

Pencapaian kesejahicraan manusia mempersyaratkan terwujudnya dan
terpeliharanya derajat kcsehatan yang. tinggi, karena kesehatan menjadi
komponen pentmg dari tercapainya keseJahteraan tcrsebut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang ‘Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan menegaskan bahwa setlap orang ‘berhak atas kesehatan Untuk
mewuyjudkan derajat ke '%ehatan masyarakat yang setmggl-'r_mggmya, maka
negara berkewajiban menyelenggaraka.n ‘upaya: kesehatan yang terpadu dan
menyeluruh, baik yang berupa keg1atan pencegahan penyaklt ‘peningkatan
kesehatan, pengobatan penyalqt maupunﬁ'pemuhhan kesehatan. Salah satu

persoalan krusial dalam kerangka penyelenggaraan upaya kesehatan adalah
berkaitan dengan. pengamanan . zat adl_ktlf temta.ma yang 'berkaitan dengan
tembakau  dan  produk yang mengandung ternbakau (sepert1 '

rokok). Berbagai hasil pcnehtlan menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih %
berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adlkuf yang berupa tembakau dan
produk  yang mengandung ‘tembakau (rokok) ‘bukanlah zat yang sama
sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan

aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum.

Dalam kerangka pengakuan perwuyjudan, dan perlindungan hak atas
kesechatan dari warga negara Article 8 of the World Health Organization
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), meletakkan prinsip dasar
pengaturan yang diutamakan bagi perlindungan perokok pasif dari asap rokok
orang lain (perokok aktif), dan pengurangan atau bahkan penghentian aktivitas
merokok dari perokok aktif. Di sini berarti di satu sisi ada kewajiban negara
untuk menetapkan kebijakan guna melindungi perokok pasif dari asap rokok
orang lain dan yang dapat mendorong pengurangan atau bahkan penghentian
aktivitas merokok dari pcrokok aktif. Di sisi yang lain, ada kewajiban perokok
aktif untuk menghormau hak atas kesehatan orang lain yang tidak merokok,
dengan cara mengupayakan  agar asap rokoknya tidak menimbulkan

gangguan kesehatan pada orang Jain (perokok pasi).
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r

rRewnjiban negara dan kewajiban seseorang tersebut bertemu pada suatu
dtik, Yang antara lainnya adalah pada upaya untuk membatasi aktivitas
v.:u'“’k“k sescorang. Dengan pembatasan tersebut maka masih terbuka ruang
ragl € srokok untuk tetap merokok, dan hak atas kesehatan orang lain tetap
:“\u terlindungi karena dia terbebas dari asap rokok.

“erubatasan inilah yang kemudian dikenal melalui penetapan kawasan
canp TOKOK. Dihubungkan dengan kewajiban negara dalam soal perlindungan
wak atas kesehatan warga negaranya, maka pemerintah wajib menetapkan
rawasan-kawasan tersebut di atas sebagai kawasan tanpa rokok. Bahwa untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun
5000 tentang Kesehatan,., Pasal-52 Peraturan- Pemermtah -Nomor 109 Tahun
2012 tentang Pencramanan Bahan Yang Menga_ndung Zat Ad1kt1f Berupa Produk ;'
Tembakau Bagi Keschatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri
Keschatan Nomor 188/ MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yang

menvatakan Pemerintah Daerah wabe menetapkan Kawasan Tanpa Rokok yang

diatur dengan Peraturan Daerah;
Kabupaten Barito Selatan sebagal salah satu daerah otonom, sebetulnya

relah melaksanakan kewajiban hukum tersebut dengan menetapkan kawasan
tanpa rokok melalui Peraturan Bupati Barito Selatan. Nomor 50 Tahun 2012
tentang Kawasan Tanpa Rokok. Setelah dua tahun lebih berlakunya peraturan
Bupati tersebut, ternyata pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan efektif.
Sejalan dengan mandat UU Kesehatan sebagaimana telah diuraikan
di atas, maka diperlukan kuatnya komitmen untuk mengefektifkan kembali
penatapan kawasan tanpa rokok dan pengelolaannya agar kesehatan masyarakat
dapat dilindungi dan ditingkatkan terutama dari gangguan asap rokok. Dalam
kerangka itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan derajat peraturan ke dalam

peraturan daerah untuk lebih memperkuat komitmen daerah dan lebih

memperluas daya jangkau pengaturannya.

Peraturan daerah ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

. Pemerintah daerah berkewajiban menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai
Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan
Tanpa Rokok meliputi:

a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

€. angkutan umum,
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oo

.Dalam rangka penyelenggara

[ tempat Kerja;
g tempat umum;

h. tempat lain yang ditetapkan.

Di dalam Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan setiap orahg-af'a'li'

badan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau
mempromosikan produk tembakau.

_Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, memproduksi, menjual,

mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, maka di
Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang pengumuman dan tanda-tanda
larangan tersebut. Di samping itu, dilakukan aktivitas pengawasan dan
penertiban oleh plmpman atau- penanggun.awab Kawasan Tanpa Rokok
dan/atau oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya
di bidang ketenteraman - dan ketertlban leplnan atau penanggungjawab
Kawasan Tanpa Rokok Pcngawasan dalam melakukan pengawasan dan
penertiban dapat menunjuk petugas atau membentuk satuan tugas penegak

Kawasan Tanpa Rokok.

.Dalam rangka pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dxlakukan pemantauan

terhadap ketaatan pimpinan atau penanggun’awab Kawasan Tanpa Rokok
oleh satuan kerja perangkat daerah ya.ng tugas pokok dan fungsmya di bidang

ketenteraman dan ketertlban

.Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu

memberikan perhndungan bagi kesehatan ‘Warga masyarakat maka Bupati
melakukan pembinaan kepada pimpinanl atal_i‘ penanggllnawab Kawasan
Tanpa Rokok agar pelaksénaan Kawasan Tanpd‘Rokok yang menjadi tanggung
jawabnya berjalan efektif; dan kepada masyarakat agar termotivasi untuk
berperan aktif dalam mequudkan Kawasan Tanpa Rokok dan berpola hidup

sehat.

.Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka S5, Bupati

membentuk tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat Pegawai

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan anggota
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.

an Kawasan Tanpa Rokok, masyarakat berhak

berperan serta. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk

penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan,

dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan tanpa Rokok dan

keikutsertaan dala
okok melalui pengawasan sosial.

m kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatsan

Kawagan Tanpa R

17

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

1P ASAL DEMI PASAL

pasal 1
Cukup Jelas.

pasal 2
Cukup Jelas.

pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4 _
Cukup J el}as.

Pasal 5
Ayat (1) N
Cukup jelas' - = -
Ayat (2)
Cukup jclas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasgal 9

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 10
Cukup jelas.

pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Ayat (2)

Culkudp felas:

Ayat (3)

Cuklip jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Ayat (4)
Cukup jelas

pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas

pasal 19
Ayat (1) e st T T

Culiipjelas.
Ayat (2) ! = i,
Cukgp':jélé‘é;. s
Ayat (3) SR Gy : %
Cukg‘lpjelas. LT TR _ ?

Pasal 20 f
Ayat (1)

Cuk\i;ip jeias. , ‘
Ayat(@) |
Cukup jelas. "
Pasal 21 "

Cukup Jelas.
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